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Abstrak
 

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik

merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya,

yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris

yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3).

Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam

pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada

Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala

perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris

sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan

tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas.

Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi

Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan

apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

......Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is

authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely

the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within

state gazette 1860 Number 3).

As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the

regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically

deed that applied to those community required it.

The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a

supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of

Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation

that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of

State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly.

In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to

those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the

supervision function and solutions for those.
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